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SALINAN  

 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN POSO 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN POSO  

NOMOR  251 TAHUN 2026   

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TAHUN 2026 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO, 

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan agenda perubahan 

untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten poso Tahun 

2026, perlu membentuk Tim Agen Perubahan di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso 

Tahun 2026; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten poso 

tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso 

Tahun 2026; 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
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Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4150); 

  2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), 

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan 

pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 

Tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang 

nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108) 

  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah beberapah kali diubah terakhir 

dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 
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dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236), Sebagaimana beberapah kali diubah terakhir 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 

2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

826); 

  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 

tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

1571), sebagaiman telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444); 

  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 

tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601); 
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  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota; 

    

MEMUTUSKAN : 

    

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN POSO TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN 

PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN POSO TAHUN 2026 

KESATU : Membentuk dan menunjuk Agen Manajemen Perubahan 

Pembaangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Poso sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

ini. 

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

Kesatu memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Mengembangkan dan merancang inovasi yang 

mendukung peningkatan integritas, kualitas layanan, 

dan efektivitas kerja di lingkungan satuan kerja. 

b. menginisiasi program-program perubahan yang 

relevan dengan kebutuhan organisasi, khususnya 

dalam tangka pemenuhan indicator Pembangunan 

Zona Integritas. 

c. Mengimplementasikan inovasi dan program 

perubahan secara terukur serta memastikan 

pelaksnaannya berjalan sesuai tujuan yang 

ditetapkan 

 

 

 

 

  



- 5 - 
 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di Poso 

pada tanggal 2 April 2026 

Plt. SEKRETARIS  

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN POSO, 

ttd. 

SRI HASTUTI 
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                                                    LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN POSO 

NOMOR 251 TAHUN 2026  

TENTANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN 

TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

POSO TAHUN 2026 

 

AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA 

INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH 

BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO 

No Nama Jabatan 

1 Sri Hastuti 
Kepala Sub Bagian Keuangan Umum 

dan Logistik 

2 Muhammad Fahrul Podungge 
Kepala Sub Bagian Teknis 

Penyelenggara Pemilu dan Hukum 

3 Rahmayanti 
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data 

dan Informasi 

4 Abdul hafid 

Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian 

Partisipasi Hubungan Masyarakat dan 

SDM 

 

        Ditetapkan di Poso 

        pada tanggal 2 April 2026  

 

Plt. SEKRETARIS  

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN POSO, 

ttd. 

SRI HASTUTI 

 
 
 

 

 


